— PENGUMUMAN/PERATURAN PEM

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN

PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN

BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
(Peraturan Menteri Keuangan R.l Nomor 148/PMK.05/2016,
tanggal 30 September 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam dan Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pen-
gelolaan Keuangan Badan Layanan Umum seb-
agaimana telah diubah dengan Peraturan Pemer-
intah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum, Badan Layanan Umum Badan Pengusa-
haan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabu-
han Bebas Batam telah mempunyai tarif layanan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
153/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20
11 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam, Badan Layanan Umum
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Be-
bas dan Pelabuhan Bebas Batam mengusulkan
tarif layanan kepada Menteri Keuangan melalui
Dewan Kawasan;

bahwa Ketua Dewan Kawasan Perdagangan
Bebas clan Pelabuhan Bebas Batam melalui Su-
rat. Nomor: 3/KA-DK/BTM/1/2016 tanggal 27

Januari 2016, telah mengajukan usulan peruba-
han terhadap tarif Badan Layanan Urnum Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam;

bahwa usulan perubahan terhadap tarif layanan
Badan Layanan Urnum Badan Pengusahaan Ka-
wasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
bahwa berkenaan dengan adanya usulan peruba-
han tarif layanan Badan Layanan Umum Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam, perlu mengatur kem-
bali tarif layanan B adan Layanan Umum Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam yang sebelumnya dia-
tur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
153/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Be-
bas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Mengingat :

i

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negaré Republik Indonesia Ta-
hun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaima-
na telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas




Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tent
tang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pen-
gusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5198);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.
05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan
Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Neg-

ara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915); _
| h. Tarif Layanan ljin Peralihan Hak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF
LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PEN-
GUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM .

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan U mum Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) adalah imbalan
atas j asa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan
Umum BP Batam kepada pengguna j asa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri atas: ’
a. Tarif Layanan Pengalokasian dan Administrasi La-
han;
Tarif Layanan Pelabuhan Laut;
Tarif Layanan Rumah Sakit;
Tarif Layanan Pengelolaan Air dan Limbah;
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Tarif Layanan Pengelolaan Data dan Sistem Infor-
masi;
f. Tarif Layanan Bandar Udara;

g. Tarif Layanan Perencanaan Bangunan, Peman-
faatan Aset, dan Sarana clan Prasarana; dan
h. Tarif Layanan Lalu Lintas Barang.

Pasal 3 ‘

Tarif Layanan Péngalokasién dan Administrasi
Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
terdiri atas:
Tarif Layanan Alokasi Lahan;
Tarif Layanan'Perpanjangan Alokasi Lahan;
Tarif Layanan Pengukuran Alokasi Lahan;
Tarif Layanan Revisi Gambar Penetapan Lokasi;
Tarif Layanan Rekomendasi Hak Atas Tanah; "
Tarif Layanan Penggantian Dokumen;
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Tarif Layanan Pecah clan Gabungan Penetapan
Lahan; dan

Pasal 4
Tarif Layanan Pelabuhan Laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
a. Tarif Layanan Kepelabuhanan; dan
b. Tarif Layanan Terkait Kepelabuhanan Lainnya.

Pasal .5
Tarif Layanan Kepelabuhanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

| a. Tarif Layanan Kapal;

Tarif Layanan Barang;
Tarif Layanan Penumpang; dan
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- Tarif Layanan Alat.

Pasal 6
Tarif Layanan Terkait Kepelabuhanan Lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri

| atas:

a. Tarif Layanan Sewa Rak/Area Pelabuhan untuk |
Jalur Pipa; |

b. Tarif Layanan Penggunaan Chassis;
Tarif Layanan Sewa Tempat lklan dan Promosi;
Tarif Layanan Pass Pelabuhan untuk Orang dan .
Kendaraan;

e. Tarif Layanan Sewa Ruangan; dan |
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PENGUMUMAN/PERATURAN

PEMERINTAH

atau

b. Badan Usaha BBM dikenai sanksi pencabutan
izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 18 ayat (3} huruf b.

Pasal 22

Keterlambatan atas pembayaran sanksi ad-
ministratif berupa denda yang melebihi jatuh tempo
pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam Surat
Pemberitahuan Pembayaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (2), dikenakan tambahan sanksi
denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per
bulan dari jumlah sanksi administratif berupa denda
yang harus dibayarkan, dan bagian dari bulan dihitung
1 (satu) bulan penuh.

Pasal 23
(1) Pembayaran sanksi administratif berupa denda
oleh Badan Usaha BBM disetor ke Kas Negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang keuangan Negara.
| (2) Bukti pembayaran sanksi administratif berupa
denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wa-
jib dikirimkan oleh Badan Usaha BBM kepada Dir-
jen Migas.

Pasal 24

Badan Usaha BEN Jenis Biodiesel yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Per-
aturan Menteri ini, dikenai sanksi administratif seb-
3 'agaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 ten-
tang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Ba-
han Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir den-
gan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-
eral Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke-
tiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan,
Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati
[Biofuell sebagai Bahan Bakar Lain.

BAB Vi
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25 ,
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, ter-
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hadap pengadaan BBN Jenis Biodiesel yang sedang
berjalan, mekanisme pengadaan BBN Jenis Biodiesel
tahap selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai ber-
laku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 29 Tahun 2015 fentang Penyediaan
dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel] Jenis
Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1367), di-
cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang- |
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Befita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2016
Pit. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA, |
ttd.
LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1508
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